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LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama    : Fika Rachmalia Esri  

NPM    : 183112351550159 

Program Studi   : Administrasi Publik  

”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA SEHAT DI 

KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI” 

No Indikator Informan 

Wawancara 

Pertanyaan 

1. Standard dan 

Sasaran 

Kebijakan  

 Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK)  

1. Apa yang menjadi 

standar dan sasaran 

dari kebijakan Kartu 

Indonesia Sehat ini ? 

2. Bagaimana cara agar 

tujuan kebijakan Kartu 

Indonesia Sehat dapat 

terimplementasi ? 

3.  Apa yang menjadi 

faktor utama dalam 

keberhasilan tujuan 

kebijakan  

2. Sumber Daya  Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) 

dan  Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM) 

1. Bagaimana sumber 

daya yang diinginkan 

dalam pelaksanaan 

Kartu Indonesia Sehat 

? 

2. Apakah sumber daya 

anggaran memadai 

dalam 

mengimplementasikan 

kebijakan Kartu 

Indonesia Sehat ? 

3. Karakteristik 

Agen Pelaksana  

Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM)  

1. Bagaiman para agen 

pelaksana 

menciptakan 

keselarasan dalam 
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melaksanakan 

kebijakan Kartu 

Indonesia Sehat ? 

2. Bagaimana para agen 

pelaksanan 

menyampaikan 

kebijakan Kartu 

Indonesia Sehat 

kepada masyarakat ? 

4. Disposisi Para 

Pelaksanan  

Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) 

1. Apakah agen 

pelaksana 

mengimplementasikan 

kebijakan sesuai 

standar operasional 

prosedur ? 

2. Bagaimana pross para 

agen pelaksana dalam 

mewujudkan 

kebijakan Kartu 

Indonesia Sehat ? 

5. Komunikasi 

Antar Organisasi  

Tenaga 

Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan (TKSK) 

dan Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM) 

1. Apakah ada kendala 

dengan lembaga atau 

organisasi yang 

bekerja sama dalam 

implementasi 

kebijakan Kartu 

Indonesia Sehat ? 

2. Bagaimana cara agar 

Komunikasi dan 

hubungan antar 

organisasi dengan 

masyarakat dapat 

berjalan dengan baik ?  

6. Lingkungan 

Ekonomi, Sosial 

dan Politik  

Sanitarian Muda dan 

Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM) 

1. Apakah lingkungan 

masyarakat sangat 

mempengaruhi proses 

pelaksanaan kebijakan 

Kartu Indonesia Sehat 

? 

2. Apa yang menjadi 

faktor penghambat 

dan pendukung dalam 

meimplementasikan 

kebijakan Kartu 

Indonesia Sehat ? 
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Lampiran Hasil Wawancara 1  

Nama Informan  : Samlawi  

Jabatan   : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Babelan (TKSK) 

Hari/Tanggal  : Jumat, 9 september 2022 

Apa yang menjadi standar dan tujuan dari Kebijakan Kartu Indonesia Sehat 

? 

Jawaban :  

“Jadi menurut saya yang namaya Kartu Indonesia Sehat itu tujuannya bagaimana 

caranya biar masyarakat sehat, ini secara umum ya. Tujuannya supaya 

memudahkan dalam pengobatan warga agar dapat merasakan fasilitas kesehatan 

tanpa mengeluarkan biaya ”  

Bagaimana cara agar tujuan kebijakan Kartu Indonesia Sehat ini dapat 

terimplementasi ? 

Jawaban : 

“Pertama harus adanya kesadaran dari masyarakat bahwa KIS ini penting, 

khususnya masyarakat yang kurang mampu. Terkadang masyarakat itu kalau sakit 

baru buat KIS jadi mereka beranggapan bahwa pembuatan KIS ini prosesnya cepat 

yang dimana pembuatan KIS harus ada persyaratan-persyaratan surat 

kependudukan ataupun dengan waktu, karenakan tidak langsung aktif begitu saja. 
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Yang kedua harus ada peran aktif dari kelurahan dan kecamatan karena yang sering 

kita temukan itu banyak warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan 

Kartu Keluarga jadi harus benar benar di lihat dokumen atau berkas mereka yang 

ingin mendaftar.” 

Apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan tujuan kebijakan? 

Jawaban :  

“Faktor utama ya itu karena pembuatan KIS sendiri yang melibatkan beberapa 

instansi seperti Dinas Kesehatan lalu meliputi Puskesmas, puskesmas 

menyampaikan ke desa, kelurahan, rt dan rw untuk menyampaikan kepada warga 

agar dapat membuat KIS, Jadi faktor utamanya itu adanya sosialisasi kepada warga 

tentang kesadaran kesehatan agar masyarakat atau warga dapat membuat KIS.”  

Apakah Sumber Daya Anggaran Memadai dalam mengimplementasikan 

Kebijakan Kartu Indonesia Sehat ? 

Jawaban : 

“anggaran KIS di Kecamatan Babelan ini tidak ada karena ini kan program 

pemerintah jadi Dinas Kesehatan kewenangannya, kalau kecamatan hanya teknsi 

pembuatan dan pelayanan saja.” 

Apakah agen pelaksana mengimplementasikan Kebijakan sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur ? 

Jawaban : 
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“Kalau kita kan hanya relawan ya sebanarnya pada dasarnya kita itu relawan tidak 

ada sangkutan dengan KIS ya, secara prosedur warga datang ke kelurahan untuk 

membuat KIS lalu kelurahan membuat SKTM lalu diketahui oleh pihak kecamatan, 

diserahkan ke puskesmas agar langsung memberikan ke Dinas Sosial. Kita TKSK 

sebenarnya tidak ada kaitannya, Cuma kita sebagai relawan sosial yang mana 

mengurus Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi warga yang tidak 

mengetahui prosedur ini kita bisa membantudan menjelaskan ke warga, terkadang 

warga kan tidak tahu jadi nanti kita yang mengurus.” 

Apakah ada kendala dengan lembaga atau organisasi yang bekerja sama 

dalam Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat ? 

Jawaban :  

“Kendalanya paling terkadang warga yang mau membuat KIS tetapi KTP nya mati 

atau belum update NIK KK nya, pembuatan KIS juga lama karna kan yang daftar 

bukan satu atau dua orang pasti banyak yang mau daftar, ya ini kendala juga.” 

Bagaimana cara agar komunikasi dan hubungan antar organisasi dengan 

masyarakat dapat berjalan dengan baik ? 

Jawaban : 

“Biasanya sosialisasi ke kelurahan jadi untuk sosialisasi ke kelurahan si ya tidak 

harus langsung kemasyarakat artinya ada beberapa tahap, bisa menyampaikan lewat 

puskesmas, puskesmas menyampaikan di tingkat kecamatan maupun kelurahan, 

perwakilan kelurahan di sampaikan pembuatam KIS sosialisasinya nanti rt atau rw 
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yang menyampaikan ke warga atau bisa juga dengan membuat pampflet yang ada 

di puskesmas atau dari posyandu juga bisa.” 

Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam 

meimplementasikan kebijakan Kartu Indonesia Sehat ?  

Jawaban : 

“Penghambatnya itu tidak tersampaikan langsung ke masyarakat atau masyarakat 

tidak mengentahui KIS ini, KIS ini diperlukan administrasi kependudukan dalam 

pembuatan nya nah kelemahan di daerah kita init uh banyak warga yang tidak 

memiliki KTP atau KTP nya ada tapi NIK KK nya tidak sama. Kalau pendukungnya 

untuk sosialisasi dari piha pelaksana dan kesadaran dari mayarakat juga bisa 

manjadi pendukung dalam hal ini.”  

 

Lampiran Hasil Wawancara 2  

Nama Informan  : Toni  

Jabatan  : Anggota Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 

Hari/Tanggal  : Jumat, 9 September 2022 

Bagaimana sumber daya yang diinginkan dalam pelaksanaan Kartu Indonesia 

Sehat ? 

Jawaban : 
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“Sumber daya yang diinginkan dalam pelaksanaan KIS ini itu kan sebenarnya 

usulan dari masing-masing rt atau rw ya, ada KIS PBI dan non PBI, kalo KIS non 

PBI itu aturannya dia bayar sendiri dan terdaftar di KIS umum, sedangkan KIS PBI 

untuk orang-orang yang menegah kebawah dan bisa di usulkan dari puskesmas.” 

Bagaimana para agen pelaksana menciptakan keselarasan dalam 

melaksanakan Kebijakan Kartu Indonesia Sehat ? 

Jawaban : 

“bicara tentang kebijakan itu kan kewenangan dari Dinas Sosial kita hanya sebatas 

membantu dan hanya mengarahkan gitu kan, sebenarnya kita hanya membantu 

Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Jadi mengarahkan dan membantu masyarakat 

yang tidak tahi dalam proses pembuatan KIS ini agar mereka bisa mendapatkan 

fasilitas kesehatan”  

Bagaimana peran agen pelaksana menyampaikan Kebijakan Kartu Indonesia 

Sehat kepada masyarakat ? 

Jawaban :  

“Dengan cara sosialisasi, jadi Dinas Kesehatn ini kan punya targer sekian persen 

warga Kabupaten Bekai harus punya KIS di sampaikan ke Puskesmas, puskesmas 

menyampaikan ke pemerintahan desa atau kelurahan lalu di beritahu ke rt dan rw, 

supaya rt dan rw setempat menginformasikan ke warganya agar daftar KIS agar 

bisa mendaptak fasilitas dan pelayanan kesehatan.” 



 

94 
 

Bagaimana proses para agen pelaksana dalan mewujudkan Kebijakan Kartu 

Indonesia Sehat ? 

Jawaban : 

“ Melalu informasi dengan cara kelurahan menginformasikan kepada warga yang 

belum punya KIS, dengan cara sosialisasi juga bisa mewujudkan program KIS di 

Kecamatan Babelan” 

 

Lampiran Hasil Wawancara 3 

Nama Informan  : Nurlaeli S.K.M 

Jabatan  : Sanitarian Muda Pegawai Puskesmas Kecamatan Babelan 

Hari/Tanggal  : Jumat, 9 September 2022 

Apakah lingkungan masyarakat sangat mempengaruhiproses pelaksanaan 

Kebijakan Kartu Indonesia Sehat ? 

Jawaban : 

“Sangat mempengaruhi, , sebab bagaimana dia memiliki kesadaran bahwa 

kesehatan itu penting untuk persiapan mereka dalam menggunakan KIS ini, kalau 

masyarakatnya sadar ya pasti perlu menggunakan fasilitas kesehatan ini.” 
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Lampiran 4 

Surat Permohonan Penelitian dari Kampus  
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Lampiran 5  

Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Bekasi  
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Lampiran 6  

Dokumentasi  

 

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Samlawi selaku Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)  Bapak Toni selaku Pekerja Sosial 

Masyarakat (PSM) di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi   

 

Dokumentasi wawancara dengan Ibu Nurlaeli, S.KM selaku Sanitarian 

Muda Pegawai Puskesmas Kecamatan Babelan  
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